BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam N) merupakan produk fiqih islam yang

diterapkan sebﬁ ﬁ sebagai bentuk penyatuan

pemah. am lietaratur kitab fiqih

&t\ jikay,_dibanding dengan
sebelu ini axk bangan Islam secara
umum. Padahal umat %)Rf@%@m

masa Soekarno dan Soeharto, (kecuali pada masa akhir kepemimpinan Orde

an oleh penguasa termasuk

Baru). Sebenarnya proses penerapan fiqih dalam sebuah negara dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu; secara struktural dan kultural. Proses

tersebut lebih banyak dikenal dalam ilmu sosiologi. Proses struktural lebih

! Imanuddin, ‘Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations
Hakim Pengadilan Agama’, Juenal : Wagfea, X1.3 (2020), 1-16.
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banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara yang
bersifat dari atas ke bawah. Sedangkan proses kultural dilakukan oleh
masyarakat secara independen seperti lembaga sosial seperti majelis taklim,

lembaga pendidikan, pesantren maupun individu.

Upaya m ’i rﬁg hN\ terutama hukum perkawinan
telah dilak \lu i 1945 hingga 1973 yé% @ banyak menimbulkan

konf&%éntl p@ Satu-satu undang-
g{yjndang-undang

donesia khususnya
rla 1 pengadilan
k l*n Muslimin.
bagai langkah
pemerintah, dan
dllakukan ben elibat yak orang. Langkah

semacam ini dinilai nﬁl% s mermtah sebab sarat dengan

nuansa politik. Bahkan KHI dinilai sebagai figh mazhab negara, yang tidak

terlepas dari proses politik orde baru.’

Sebelum KHI menjadi pegangan bagi hakim pengadilan agama

sebenaramya para hakim telah mempunyai rujukan dalam memutuskan

2 Muji Mulia, ‘Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi
Hukum Islam)’, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 7.1 (2018), 64 <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>.
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perkara dalam hukum acara perdata yang masuk kedalam pengadilan agama,
yaitu termaktub dalam surat edaran yang dikeluarkan Biro Peradilan Agama
No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari

peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar' yals uN:wa dan Madura. Dalam huruf B Surat
wa un

edaran terse t‘?& @a‘ttan kesatuan hukum yang
memen%d Pengadilan Agama/
v

amah S / o \ kw kitab figih yang
1zhak 1 ,../' ﬁ'tab Figh al
I tapidebih kepada

L e S b3 a 13 kitab

ehi*a sering kali
M R A : edasan, » U enyeragamkan
peﬁif? f

%arl ) >Ma @kuat keinginan untuk
membuat suatu panber materi yang lebih luas

artinya tidak hanya beenuansa Mazdhab Syafi’l tapi juga mazdhab- mazdhab

lain bahkan juga pemikiran pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, setidaknya ada

¥ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data
Katalog Dalam Terbitan, 11th edn, 2011, 1.
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38 macam kitab figih lintas mazdhab yang menjadi sumber materi dari

pembentukan Komilasi Hukum Islam (KHI).

Dari 38 kitab yang menjadi rujukan KHI sebagaimana disebut di atas,

setidaknya tidak hanya terbatas pada kitab-kitab figh Syafi’1 saja, akan tetapi
ada juga kitab-kitab yaN@salN dzhab-madzhab Hanafi (al-Hidayah

dan Fath al-@), aliki (al-Muwatta’ dan&@anah), dan Hanbali (al-

%{?kani) serta ada
‘@/Iadhéhib al-
=,

keharmonisan bagi

empr:&ekan hukum

h orang muslim
erap dari berbagai

ik menjadi suatu buku acu@ kompilasi hukum islam

PROBO

Namun Seiring dengan perkembangan zaman dan juga tidak terlepas

pe d
Indon{L?l{da 1y

kitab figih

(KHI).

dari adanya pemahaman ulama’ fiqih yang dinamis serta budaya yang terus

berkembang sehingga berakibat kepada adanya pemahaman figh yang

* Moh Asy, ‘Kompilasi Hukum Islam Sebagai Figh Lintas Madzhab Di Indonesia’, Al- Ihkam,
2014, 242.
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berkembang ditengah masyarakat dan ini tidak menutup kemungkinan ada
beberapan pasal yang ada alam KHI dianggap bermasalah dalam
penerapannya, atau paling tidak seakan pasal tersebut tidak relevan lagi
dengan kondusi zaman sekarang. Dalam hal ini perlu kiranya mencari solusi

N

akar hukum

yang cepat agar tidak me yeSb

dari itu juga %ék—lfcgp

dan mi 1 ten

dharat ditengah masyarakat. Berangkat

iﬂg@de isi untuk terus membahas
@

I de {hpaya membuat KHI

n
ek
mk@altu pasal 25

iKad nikah ialah

ingatan dan tidak

laki-laki

iy
menunjukkan bahwa PR&@fang laki-laki untuk menjadi

saksi, pemahaman ini tidak dapat dipungkiri karena sumber pokok KHI

pe%\ a b alah.keharusan seorang

sendiri lebih banyak adalah kitab-kitab yang bernuansa mazhab syafi’l, karena

Imam Syafi’i berpendapat bahwa saksi dalam akad pernikahan haruslah

% Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018.
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seorang laki-laki.® Akan tetapi bagaimana pendapat ulama Mazdhab lain yang
juga menjadi sumber materi pembentukan KHI ? seperti halnya imam Hanafi
yang berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan dapat diterima dalam
masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak
atau yang tidak terkait K perti nikah, talak, ‘iddah dan lainnya.7

Tentu penda @1

qur’an

nafi ini buk al san Karena di dalam al-

%‘untuk menjadi saksi.

Al-qur: dalam kasus yang

lhth?da pe i@g tercantum

si dari orang-orang

lelaki (diarQ ). Jika tak ada dua o n 1, maka (boleh) seorang

lelaki dan dua orang ‘ér)eR @BSQ saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa maka yang lain akan mengingatkannya.

Demikian pula pendapat ulama yang tertuang dalam hadits nabi tidak

ditemukan secara eksplisit tentang perempuan dilarang menjadi saksi dalam

® Kesaksian Perempuan and others, ‘Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 2/2015 |’, Jurnal Al-
Qodau, 2.2 (2015), 176-85.
! Perempuan and others.

27



pernikahan. Sebab, dalam pernikahan hanya menentukan jumlah orang yang
bisa menjadi saksi , yakni minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-
laki dan dua orang perempuan.8 Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa
petugas kantor urusan agama (KUA) hanya mencantumkan laki-laki sebagai

saksi dalam akad mkah in 1da t leEas dari doktrin KHI yang menjadi

acuan mereki: d\(—xgm ankan tugas

untuléembahas lebih lanjut
engkr1t1s1 KHI

a rumus KHI
ﬁ Jlki"—‘hhat sumber

dan ulama

*51 khususnya

B. Ident'ﬂ(@i\M v é?
Ber%pengama an pra- penehLS@
didalam latar belakan£ R‘B

sebagaimana berikut :

1 yang peneliti paparkan

beberapa identifikasi masalah

1. Perumusan Pasal KHI 25 tidak obyektif jika melihat sumber kitab figh

yang menjadi rujukannya

8 Perempuan and others.
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2. Adanya ketimpangan hukum dengan mengharuskan seorang laki-laki
menjadi saksi dalam akad nikah padahal dimata hukum antara laki-laki

dan perempuan sama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan ap% M Ukang masalah diatas, terdapat
beberapa h ﬁenjadl fokus embah& 0 penelitian ini. Untuk

mem %’

ob penelitian ini akan

\/ hingga dalam
un @san masalah

=,
ksigam akad

o saksi akad
& <
D. Tujuan ka@A/
Ada beberapa tu]ufl) J%Qpenehﬁan ini yaitu :

1. Mengetahui pandangan enam ulama mazhab tentang saksi dalam akad
nikah
2. Menjelaskan serta menganalisa dasar hukum yang dipakai dalam

menetapkan pasal KHI 25 tentang saksi dalam akad nikah
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E. Manfaat Kajian
Ada beberpa manfaat dalam penyusuan peneltian ini diantranya :
1. Hasil penyusunan penelitian ini dapat memberikan kajian yang berarti

terhadap kajian islam dalam masalah pernikahan khususnya dalam

masalah saksi akad n'ka}S
2. Hasil pe@g Aitlaﬂ iﬁpg@b h khazanah dan wawasan
1 i%i peneliti khususnya

t n terus melakukan

m penelitian ini

mé}ga

elitian hukum

an (Li
Reaser@ itu sebuah penelitian @ beratkan pada usaha
pengumpulan data-QlRo@BQ antuan berbagai macam materi

yang terdapat dalam teks-teks klasik maupun kontemporer, seperti buku-

ry Studied/ Library

buku, artikel, majalah, dokumen, catatan dan lain sebagainya.9

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam

kategori penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020).45
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pendekataan deskriptif- eksploratif, yaitu melakukan penelitian terhadap
pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, dengan mencari landasan hukum dan
signifikansi pada ayat- ayat Al-Qur*an, Hadits, serta pendapat-pendapat

ulama® kontemporer melalui literatur —literatur yang ada.

2. Bahan hukum A S N U
@‘\H’Skum dalam penelitian o&i Cb;gi menjadi tiga bahan

hukuéekunder dan bahan

Ve

~ ) g @fat otoratif
akan mempunyai

ianQ dalam hal

1991 tentang

?\r%u ‘é
b. Bahan H um@.@@ nbahan yang membuka

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam

hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab
yang berhubungan dengan saksi dalam akad nikah .
c. Kemudian Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

31



hukum sekunder.

3. Pengumpulan bahan hukum

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library

Research),maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Teknik

pengumpulan b aE\htgmNDWrgunakan dalam penelitian ini
adalah s@u ativ (studi ke ustakaa&wengan mengumpulkan

pri@ maupun sekunder

Iar@an hukum
alaffi menentukan

me h metode

esua‘*nya dengan

asua ntara metode

g p baik. Adapun

prosed gumpulan | hukum d@enelitian ini adalah
mencakup seb gai@RO"BO

a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan saksi dalam akad nikah. Bahan-bahan hukum yang relevan
dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-
undangan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman atau

petunjuk akan saksi dalam akad nikah. Adapun bahan hukum tersebut
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merupakan bahan hukum primer.
b. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku,

tulisan yang termuat dalam jurnal tentang saksi dalam akad nikah

yang akan digunakan untuk melengkapi penjelasan dan pembahasan

masalah diatas. g Nu hukum tersebut merupakan bahan
huku% & A

'dﬂ{yan pengolahan

ba@erikut :
yang diperolah

ki

suain serta
Ini nantinya
hu yang telah

in, keselarasan,

dengan permasalahan

akan eneﬁ)Ra@lB uah ini.
b. Kilasifikasi bahan hukum, yaitu dengan cara mereduksi bahan hukum
yang ada dengan cara menyusun dan mengklasfikasi bahan yang

diolahkedalam pola tertentu atau pembahasan tertentu guna

memrpermudah pembahasan.

10 Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, (Malang: Fakultas Syari’ah, 2006), 58.
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5. Analisa penelitian

Setelah teknik pengolahan bahan hukum tersusun dengan
baik, maka peneliti akan melakukan analisis data yang mana nantinya

akan dicari kesesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Dalam peneh,ti N)Sinwnwmenggunakan metode analisis
kualitati alur berfikir sebagai b&(/

ana ang terangkat dari dasar-dasar

da@oalan saksi

uriiim kemudian

njadi saksi dalam

aw* islam.

) mempunyai

udian ditarik

menjadi

k s% e intberan aéxl pokok masalah dan
pengertia h@R&*ﬁlkah sehingga dalam KHI

disebut saksi haruslah seorang laki-laki Dan juga menutup

kemungkinan analisis komparatif.
6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan normatif
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Pendekatan dengan tolok ukur norma agama, melalui
penelitian pada teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits serta buku-buku
figih dan ushul figh sebagai pembenar atau pemberi norma

terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga dapat

diperoleh kesim ulagjahwesuatu itu boleh, selaras atau tidak
deng%&—tfexu ari’at. U@ O

4

ngartikan kata
kan *yerapa istilah

h (Studi kritis

adalah sebagai berikut:

Un enpRW ukum maka perlu kiranya

mengetahui makna saksi secara bahasa. Saksi secara bahasa adalah sebuah
kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau
bl 11

mengetahui”.” Kata saksi dalam bahasa Arab adalah Syahada atau

Syahida atau orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang

" Dendy Sugiono, Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Jakarta, 2008)

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
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diketahuinya. Kata jama’nya ialah Asyhadu dan Syahudu. Kata Syahidu
jama’nya ialah Syahadaatu Mashdarnya adalah Asyahaadatu yang artinya
kabar yang pasti.12 Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggung

jawabkannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain

tidak menyaksikannzg.sks N
ﬁkl?&y a’ kesaksian a@@nb itahuan yang pasti, yaitu

uca@ang : 4 ¢ C % langsung atau dari

aMerita-berita telah

miliki ;@ﬁ yang lebih

atas, orang lain yang

: idi ..................... L1 o ' n@'tmateril.13

nikah. Istilah

a?}g‘a a m Islam di a Indonesia dengan istilah

“pe n@. Da ik isﬁ% g berkaitan dengan
perjanjian,w epjgdé)ag@&t)\a -aqdu terdapat dalam Al-
ai

Qur’an yaitu QS. Al- ah ayat 1

2 Ahmad Warson Munawwir, KamusAl-MunawwirdArab-Indonesia.Pdf (Pustaka Progresif,
1997).

13 KUHAP, ‘Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981°,
Kuhap, 2018, 871.
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}/-J

5t e JE ok aKle Ay GV ae dag S0 e LT Sskd id gl 0 @it

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang _ternak, kecuali yang akan dibacakannya

RENIREN L VNS

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak ménghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
A __.‘
..hukum menurut yang dlkehendakl-Nya ‘-y
Secara em akad (al- aqdu) berarti perlkatan perjanjian, dan
Z . WA - e
Dikatakan ikatan karena memiliki maksud

(al-ittifaq).”
men himpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

4

F__= _L
satunia Bada yang lalnnya hm%ga keduanya bersambung dan menjadi
-
ﬂ;:utas tali yang satu Sedangkan menurut Wahbah Az- Zuhally”adalah
b il
! AR A

Ikatan antara dua erkara balk ikatan secara nyata maupun ikatan secara
e \ V¥V g \
maknaw1, dari satu segi maupun dari dua segl.é
N
Z\

T S e
Sedangkan al-ahdu secara etimologi berarti masa, pesan,
- AIN\JLV ™~

penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Kata al-‘ahdu terdapat dalam Al-

Qur’an yaitu QS. Ali Imron ayat 76 :

% Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, hlm. 156

!5 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, him.
247

1% Gufron A. Mas®adi, Figh MuamalahKontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
hlm. 75

1 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, juz IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989,
hlm. 80
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M\Jm\dbw\j °J‘-€-"-’L3}‘Lr“_;b

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertakwa."®

BKC ATES

Sedangkan akad secara terminologi seperti yang diungkapkan oleh

N T

ulama’ figh akad memiliki arti Segala sesuatu yang dikerjakan oleh

N A RN,

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

AN WA -

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan
‘\.,r === —

Zdua orang sepertl jual- beh perwakllan dan gadai.

) % dalam bahasa Arab adalah al-nikah (yang merupakan akar
< PNl

dari kata nakaha dan serupa dengan dengan kata al-zawa] yang artinya
* iV g

nikah atau kawin, dan Juga blsa dlsamakan dengan kata al-wat’u yang

UV AN
vartinya bersetubuh atau senggam
/) o
x

ata nikah dalam bahasa Arab menurut para ahli fikih

A =

merupakan ) kata y;j dlgunakan secara haqiqah (sebenarnya) dalam
¥ DMK\ )Y

mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan)

ketika mengungkapkan makna hubungan intim.

Secara terminologi sperti yang diungkapkan oleh imam syafi’l

akad adalah

18 Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahannya..., hlm. 88
% Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya:
Pustaka Progessif, 1997, him. 1461
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Artinya : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum
kebolehan wat’i (bersetubuh) dengan lafal nikah atau tazwij atau yang

semakna dengan keduanya.

BEKC AT ES

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 (dua)

N Tl

pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab

N A RN,

adalah penyerahan dari pihak pertama, sed@kan gabul adalah

N ANEEI WAN .-

penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan

A

. “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu
) o

-_— "N

dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an.” Qabul adalah benérimaan dari
R

L |

' pthak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak

o= /2N & U
yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur*an.?

YN Y ARy ()
\'y Dari pen s_r_t_ian yang telal_lwdisebutkan di atas, maka dapat
PN i“ N

disimpulkan bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan
= <

4
oleh 2 (dua) brang pihak (wali dari perempuan dan mempelai laki-laki)

DD AR )Y

yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul guna

mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang

laki-laki.

0 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015,
him. 192

39



3. Studi kritis
Kritis atau kritik adalah proses penganalisaan dan pengevaluasian
sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas
apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.”
Secara etimologis kritik berasal dari bahasa yunani kritikos (yang
< : ‘ VB
membedakan). Kata ini sendiri ditu an dari bahasa Yunani Kuna krités,

artinya "orang yang memberikan Qendapat beralasan" atau "analisis",

L£rY AN , A, < .

A"pertimbangan nilai", "interpretasi”, atau "pengamatan". Istilah ini biasa
_ h- i WA 7
sw.dipergunakan untuk menggambarkan seoran

i S S =

i

engikut posisi yang
erselisih dengan atau menentang objek kritikan. —

. X -
Jadi studi kritis adalah studi penganalisaan dan pengevaluasian
e \ 7

*sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan

4 B\

\ [
ﬂilgresiasi, atau membantu meinperbaiki ekerjaan. O
4. ‘i§? ila ] p
2 A‘ s

)
Secara etimologis, “ omBilasi” berarti suatu kumpulan atau
7 -~ KN

himpunan,”® atau kumpulan yang tersusun secara teratur. Kompilasi

CRUOIDHV”

diambil dari kata compilare (bahasa Latin)”® yang mempunyai arti

emahaman, memperluas

mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa Latin itu

kemudian dalam bahasa Inggris menjadi kompilation yang berarti

21 B. Curtis; James J. Floyd; Jerryl L Winsor, Komunikasi Bisnis dan Profesional. (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1996), 284.

22 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (an. English-Indonesian
Dictionary), Cet. X VII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 132.

2 C. Kruyskampen F. De Tellenare, Van Dale’s Xileuw Groart Waardenbook der
Nederlandse Taal, (Gravebhage: Martimus Niijhoff, 1950), 345.
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karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain, dan dalam bahasa
Belanda menjadi compilatie yang mengandung arti kumpulan dari lain-
lain karangan.

Dalam kamus Webster’s Word University, kompilasi (compile)

disefinisikan dengan: “men/gumpulkan bahan-bahan yang tersedia

— ) I ri
kedalam bentuk yang teratur (baik), seEf:rti dalam bentuk sebuah buku,

o ‘- R
mengumpulkan berbagai macam data”. (
A

, AN

kamus New Standard yang disusun oleh Funk

i S

#.dan Wagnalls, kompilasi (compilation) diartikan sebagai berikut:
Z AR T)
a.

b — e

Suatu proses keiiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat
]

sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya
=N <.

seteratur mungkin setelah sebelumnza bahan-bahan ter;t;but diseleksi.
F " W \

te@m dari bahan-

C. Menghimpun atau proses Renghimpunan.24
(JA . .
Dengan demikian, berdasarkan keterangan diatas, kompilasi
i >
KO IHVY
menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan

pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber

buku untuk disusun kembali kedalam sebuah buku baru yang lebih teratur

** Funk and Wagnalls, New Standard Dictionary of the English Language, (tp.: Funk &
Wagnalls company, 1959), 542.
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dan sistematis. Proses pengambilan itu dilakukan dengan seleksi sesuai
dengan kebutuhan

Bila melihat pengetian diatas, kompilasi tampaknya tidak mesti
selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan

hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Akan tetapi, dalam

i ™ I\ Firs

konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku

k-\ . . “/)‘

kumpulan yang memuat uraian atau bahan- bahan hukum tertentu,

LYy AV URYA. . .

‘pendapat hukum, atau uga aturan hukum. Dalam pengertlan ini, kompilasi

.‘-.,me

Zsama—sama seba ai sebuah buku hukum.

-

dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara tegas makna
W /il W "

ﬂ’li(lompﬂam Hukum Islam iran maksud. Dapat dipahami bahwa
LY i- -

Ko ilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan pendapat-pendapat

> VAl  AAY

dalam masalh figih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia.

(JA . —Re

Hasil akhir upaya pengumpulan ini d1quudkan dengan membentuk kitab
| 13\ Ad
hukum dengan bahasa Undang-Undang. Kitab inilah yang nanti menjadi

ani berbeda dengan kod1ﬁkas1 namusn secara substans1al keduanya

4()

asi Hukum Islam (KHI) ang telah ditetapkan

dasar bagi setiap putusan Pengadilan Agama.”

% Busthanul Arifin, “Kompilasi: Figih dalam Bahasa UU,” PESANTREN, 2 (VolII, 1985),
28-29.
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H. Kajian Terdahulu
Pembahasan tentang saksi dalam akad pernikahan sebenarnya sudah
banyak dibahas dibeberapa jurnal, skripsi, atau penelitian lain. Bahkan ada

yang membahas tentang saksi akad nikah yang termaktub dalam KHI pasal

25. Tapi untuk menget §>edweneltlan ini dengan penelitan terdahalu
perlu klrany ini é& mengkaji r@ 6ecara seksama tentang

i W Islam tentang

Abdul Malik
(pqm,]ﬁ ian yuridis)
A@ach) serta

aha kum. Abdul

ka_]lan t

jukan penghulu

No. 1 Tahun W Ju ut hampir keseluruhannya

diintisarikan dari kitab-kitab gli(lg syaﬁlyah yang kemudian dijadikan rujukan.

Padahal al-Qur’an dan hadis tidak melarang perempuan menjadi saksi.

Sehingga ia menawarkan dekontruksi untuk pasal 25 ini.

% Abdul Malik, ‘Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian
Perempuan Dalam Perkawinan’, Medina-Te Jurnal Studi Islam, 14.1 (2016), 195-210.
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Syafi’i ini sedikit
ada persamaan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu pada pasal
yang di kaji. Tetapi perbedaannya, kalau peneliti sebelumnya (Abdul Malik
Syafi’i) menganalisis Pasal 25 KHI dengan menawarkan dekontruksi agar
perempuan bisa menjadi sa al erkawinan, sedang peneliti bermaksud
mengkritik P entanH- s menjadi saksi dalam
akad % i gali & n-landasan Hukum
-,paa‘:?rsebut dengan

Hzm Islam Dan

—- Nikah”
ngg*kan metode

a menganalisis

(rjliéng{sa i
lﬁn]ipat lang

o

*am
w. -

pel@ A [alam perkawir analis pasal dalam
KHI dax(%\ I i ajia i

Kelompok KAﬁ)e Gende G) Departemen Agama

Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Darf PUG ini

terkenal dengan sebutan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD
KHI) dimana CLDH KHI tidak mempermaslahkan perempuan menjadi saksi

dalam perkawinan.

2z febriyana Latika Ulandari, ‘Analisis Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan
Kompilasi Hukum Islam Terhadap Saksi Perempuan’. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: Fak.
Syari’ah. 2021)
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Febriana Latika Ulandari ini
lebih menekankan kepada analisis perempuan sebagai saksi dalam
perkawinan dengan menganalisi pasal dalam KHI dan CLD KHI ,

sedangkan penelitian ini lebih mengritisi pasal 25 KHI tentang saksi

dalam akad nikah denga eli-Ngembali kitab figh yang menjadi sumber
3‘%

rujukan @rkgd n nanti jqu&@membahas perempuan
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